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PENUTUP A

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian bahan hukum maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa pada prmsxpnya UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) dan -

—

PMNA/KBPN No. 5 Tahun 1999 sudah memuat rumusan asas dan ketentuan hukum

yang memberll\an perhndunoan hukum bagl keberadaan suatu masyarakat hukum

adat terhadap pemanfaatan tanah ulayatnya tetapi karena adanya kelemahan dalam
kelengkapan isi dan rumusan sebagian peraturannya seringkali dirasakan tidak
menjamin perlindungan hukum. Oleh karena itu Peraturan Menteri Negara

Agraria’Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 telah mencoba untuk menyelesaikan
permasalahan hak ulayat masyarakat hukum4‘adat. Nan}un tanpa didukung peraturan

\ 1

)
perundang-undangan yang jelas lmaka usaha tcrsebut akan banyak menemui

— T T

hambatan, terhadap pemanfaatan tanah ulayat untuk pembangunan kawasan industri
dalam rangka penanaman modal asing sebagaimana diatur dalam Keppres No. 32
Tahun 1992 yang kurang jelas dan tegas mengenai penggunaan status tanahnya.
Masih adanya sengketa pertanahan di beberapa daerah berkaitan dengan
penggunaan tanah ulayat karena lemahnya jiwa dan semangat UUPA dalam
pelaksanaannya. Sengketa pertanahan itu antara masyarakat hukum adat sebagai
pemegang hak atas tanah ulayat di wilayahnya dengan pemerintah, maupun swasta

(asing), yang menggunakan tanah ulayat tersebut untuk pembangunan suatu
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kawasan industri dalam rangka penanaman modal asing. Hal ini disebabkan karena
peraturan  perundang-undangan yang Dbersifat sektoral, ternyata hanya
memperhatikan kepentingan sektornya masing-masing, Peraturan perundang-
undangan sektoral yang berkaitan dengan sumber daya agraria ini cenderung
mengabaikan keberadaan masyarakat hukum adat yang telah diatur dalam UUPA,
sechingga justru dapat memberi arti yang berbeda dari UUPA yang seharusnya
berperan sebagai peraturan “payung” bagi perundang-undangan sektoral tersebut.
Degradasi UUPA ini dapat dilihat dalam beberapa perundang-undangan sektoral,

antara lain : UU Penanaman Modal Asing (UUPMA).

B. Saran-saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan beberapa
saran :

1. Guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap
cksistensi masyarakat hukum adat atas tanah hak ulayat perlu ditingkatkan
penyelenggaraan tertib administrasi pertanahan melalui penelitian dan kegiatan
pendafiaran tanah, terutama di daerah-daerah yang diperkirakan masih banyak
terdapat tanah hak ulayatnya. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di
bidang pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan eksistensi hak masyarakat
hukum adat atas tanah hak ulayat, perlu segera diwujudkan Peraturan Daerah
sesuai dengan keadaan masing-masing daerah. Selain itu, keberadaan UUPA
seharusnya diberlakukan sebagai Undang-Undang Pokok atau “payung” yang

mengatur semua sektor dan bidang yang secara filosofis termasuk dalam konsep
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tanah. Dengan demikian bidang dan sektor kehutanan, pertanian, perkebunan,
pertambangan, kelautan, pengairan, dan sebagainya pun hendaknya mengacu
pada azas-azas tentang penguasaan dan pemilikan tanah seperti dalam UUPA.

. Arus globalisasi tidak mungkin dicegah lajunya maka yang perlu diusahakan
oleh negara adalah tersedianya perangkat hukum yang mengatur pengelolaan
dan pengusahaan sumber daya agraria, dimana pada satu pihak dapat
menciptakan situasi yang memungkinkan dimanfaatkannya kelebihan pihak
asing (investor asing) bagi kepentingan peningkatan kemakmuran dan
kesejahteraan bangsa. Pada pihak yang lainnya dapat memberikan perlindungan
kepada rakyat banyak, terutama mengenai eksistensi masyarakat hukum adat
dan tanah hak ulayatnya, yang pada kenyataannya kedudukan mereka masih
lemah, terutama dalam menghadapi masuknya pengaruh pihak asing. Berkaitan
dengan pembangunan kawasan industri oleh perusahaan asing dalam rangka
penanaman modal asing maka perlunya dilakukan penataan kembali peraturan-
peraturan bidang pertanahan yang berpengaruh terhadap minat investor asing
untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kepastian dan perlindungan hukum
sangat diperlukan dan menjadi perhatian penting bagi investor asing sebelum

memutuskan untuk menanamkan modainya di Indonesia.
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